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KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pendidikan Inklusif
1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Istilah terbaru yang digunakan dalam mendeskripsikan penyatuan
bagi anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam program sekolah regular
adalah inklusif."" Banyak sekali interpretasi mengenai konsep pendidikan
inklusi ini, mulai dari yang moderat hingga radikal. Ada sebagian orang
mengartikannya sebagai mainstereaming, namun ada juga yang mengartikan
sebagai full inclusion, yang berarti menghapus sekolah khusus. Namun yang
pasti, inklusif berarti bahwa tujuan pendidikan bagi yang mengalami
hambatan adalah keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam
kurikulum, lingkungan, dan interaksi yang ada di sekolah.'?

Pendidikan Inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang
mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat
di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara
pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas

yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak,

""'J. David Smith, Inklusi, Sekolah Ramah untuk Semua. Terj. Baihaqi, (Bandung: Penerbit
Nuansa), h. 45
"2 Ibid. h. 46 12
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menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap
peserta didik."

Tidak kalah pentinganya adalah untuk memudahkan layanan
pendidikan anak berkebutuhan khusus yang keberadaannya menyebar di
berbagai daerah pedesaaan atau pelosok yang tidak berkesempatan sekolah di
SLB. Memberi kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk
berintegarasi dengan anak normal baik di dalam mengikuti pendidikan
maupun adaptasi dengan lingkungannya sangat diperlukan, agar anak-anak
berkebutuhan khusus tidak merasa dipinggirkan dan membangun paradigm
pendidikan inklusif.

Sapon-Shevin (O’Neil, 1995) (dalam Sunardi, 2002) menyatakan
bahwa pendidikan inklusif sebagai system layanan pendidikan yang
mempersyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dilayani di sekolah-
sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.
Konsekuensinya antara lain ditekankan adanya restrukturisasi sekolah,
sehingga menjadi komunitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan khusus
setiap anak, artinya kaya dalam sumber belajar dan mendapat dukungan dari
semua pihak, yaitu para siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitarnya.

Vaughn, Bos, dan Schumm (2000), mengatakan bahwa dalam praktik,

istilah inklusif sering dipakai bergantian dengan istilah mainstreaming, yang

1 Direktorat PLB, Pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusi : mengenal pendidikan terpadu, (
Jakarta;Depdiknas, 2004), h.4
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secara teori diartikan sebagai penyediaan layanan pendidikan yang layak bagi
anak berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhan individualnya.

Dari beberapa definisi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa
melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama-sama
anak lainnya (normal) untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dan

tidak memaksakan hasil yang dicapai sama dengan peserta didik regular.

. Sejarah Pendidikan Inklusif

Sejarah perkembangan pendidikan Inklusf di dunia pada mulanya
diprakarsai dan diawali dari negara-negara Scandinavia (Denmark, Norwegia,
Swedia). Di Amerika Serikat pada tahun1960-an oleh Presiden Kennedy
mengirimkan pakar-pakar Pendidikan Luar Biasa ke Scandinavia untuk
mempelajari mainstreaming dan Least restrictive environment, yang ternyata
cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya di Inggris dalam
Ed.Act. 1991 mulai memperkenalkan adanya konsep pendidikan Inklusif
dengan ditandai adanya pergeseran model pendidikan untuk anak
berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata
terutama sejak diadakannya konvensi dunia tentang hak anak pada tahun
1989 dan konferensi dunia tentang pendidikan tahun 1991 di Bangkok yang
menghasilkan deklarasi ’education for all’. Implikasi dari statemen ini

mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa kecuali
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(termasuk anak berkebutuhan khusus) mendapatkan layanana pendidikan
secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994
diselenggarakan konvensi pendidikan di Salamanca Spanyol yang
mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan
"the Salamanca statement on inclusive education”.

Sejalan dengan kecenderungan tuntutan perkembangan dunia tentang
pendidikan inklusif, Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi
nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen
Indonesia menuju pendidikan inklusif.

Untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar, pada
tahun 2005 diadakan simposium internasional di Bukittinggi dengan
menghasilkan Rekomendasi Bukittinggi yang isinya antara lain menekankan
perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu
cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan
pemeliharaan yang berkualitas dan layak.

Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif dunia
tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 2000
mengembangkan program pendidikan inklusif. Program ini merupakan
kelanjutan program pendidikan terpadu yang sesungguhnya pernah
diluncurkan di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang

berkembang, dan baru mulai tahun 2000 dimunculkan kembali dengan
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mengikuti  kecenderungan dunia, menggunakan konsep pendidikan

inklusif.14

3. Model Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan
terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan
khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan
melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum,
sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran
sampai pada sistem penilaiannya.

Keuntungan dari pendidikan inklusif adalah bahwa anak
berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara
wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat dan
kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-
masing.

Pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus
menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan
peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Pandangan
mengenai pendidikan yang harus menyesuaikan dengan kondisi peserta didik

ini sangat terkait dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam diri peserta

' (http://bamperxii.blogspot.com/2008/12/pendidikaniklusif. html, diunduh pada sabtu,16
november 2014, 16.22 WIB)
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didik. Pandangan lama yang menyatakan bahwa peserta didiklah yang harus
menyesuaikan dengan pendidikan dan proses pembelajaran di kelas lambat
laun harus berubah

Istilah inklusif berimplikasi pada adanya kebutuhan yang harus
dipenuhi bagi semua anak dalam sekolah. Hal ini menyebabkan adanya
penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh guru dalam proses
pembelajaran. Penyesuaian pendidikan (adaptive education) dilaksanakan
dengan menyediakan pengalaman-pengalaman belajar guna membantu
masing-masing peserta didik dalam meraih tujuan-tujuan pendidikan yang
dikehendakinya. Penyesuaian pendidikan dapat berlangsung tatkala
lingkungan pembelajaran sekolah dimodifikasi untuk merespon perbedaan-
perbedaan peserta didik secara efektif dan mengembangkan kemampuan
peserta didik agar dapat bertahan dalam lingkungan tersebut.

Dengan melihat adanya penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik
yang berbeda-beda, maka dalam setting pendidikan inklusif model
pendidikan yang dilaksanakan memiliki model yang berbeda dengan model
pendidikan yang lazim dilaksanakan di sekolah-sekolah reguler.

Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah
Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat."”> Pendidikan inklusi

moderat yang dimaksud yaitu:

"> Departemen Pendidikan Nsional , Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi,
2007, h. 8-9
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a. Pendidikan inklusi yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh
b. Model moderat ini dikenal dengan model mainstreaming
Model pendidikan  mainstreaming merupakan model yang
memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah
Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus
digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja.'®
Filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam praktiknya anak
berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan
kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah
dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti:
1) Bentuk kelas reguler penuh
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal)
sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum
yang sama
2) Bentuk kelas reguler dengan cluster
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas
reguler dalam kelompok khusus'’
3) Bentuk kelas reguler dengan pull out
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas

reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas

'® Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, h. 10.
7 Agustyawati dan Solicha, Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, (Jakarta: Lembaga
Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 100.
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reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing
khusus
4) Bentuk kelas reguler dengan cluster dan pull out
Anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas
reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu
ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama
dengan guru pembimbing khusus
5) Bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian
Anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler,
namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak
lain (normal) di kelas reguler
6) Bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler
Anak berkebutuhan khusus belajar di dalam kelas khusus pada
sekolah reguler.'®
Dengan demikian, pendidikan inklusif tidak mengharuskan semua
anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata
pelajarannya (inklusi penuh), karena sebagian anak berkelainan dapat berada
di kelas khusus atau ruang terapi berhubung gradasi kelainannya yang cukup
berat. Bahkan bagi anak berkelainan yang gradasi kelainannya berat,

mungkin akan lebih banyak waktunya berada di kelas khusus pada sekolah

'8 Solicha dan Agustyawati, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. (Jakarta: Lembaga Penelitian
UIN Jakarta, 2009), h.104.
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reguler (inklusi lokasi). Kemudian, bagi yang gradasi kelainannya sangat
berat, dan tidak memungkinkan di sekolah reguler (sekolah biasa), dapat
disalurkan ke sekolah khusus (SLB).

Setiap sekolah inklusi dapat memilih model mana yang akan
diterapkan, terutama bergantung kepada:
a. Kurikulum

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena
kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui
kurikulum Sumber Daya Manusia dapat diarahkan untuk mencapai
kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum harus terus
dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik,
kebutuhan pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Adapun kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan inklusif tetap menggunakan kurikulum
nasional untuk satuan pendidikan yang bersangkutan, misalnya Kurikulum
Taman Kanak-Kanak, sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan seterusnya.
Hanya saja GBPP diperlukan format yang lebih sederhana."

Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang System

Pendidikan Nasional (UUSPN) pada Pasal 1 butir 19 disebutkan: Bahwa

" Direktorat PLB, Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, Pengembangan
Kurikulum, (Jakarta: Depdiknas, 2004), h.14
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kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan,isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.

Secara umum menurut Budiyanto dalam bukunya Pengantar
Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal, kerangka pendidikan inklusif
rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum
agar dapat dipergunakan bagi semua peserta didik, khususnya bagi anak
berkebutuhan khusus sesuai dengan pernyataan Salamanca adalah sebagai
berikut:

1) Kurikulum seyogyanya disesuaikan dengan kebutuhan anak, bukan
sebaliknya. Oleh karena itu sekolah seyogyanya memberikan
kesempatan kurikuler yang disesuaikan dengan anak yang memiliki
bermacam-macam kemampuan dan minat.

2) Anak penyandang berkebutuhan khusus seyogyanya memperoleh
dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum regular,
bukan kurikulum yang berbeda. Prinsip yang dijadikan pedoman
seyogyanya dapat memberikan bantuan dan dukungan tambahan bagi
anak yang memerlukannya.

3) Perolehan pengetahuan bukan sekedar masalah pembelajaran formal
dan teoritis. Pendidikan seyogyanya berisi hal-hal yang menimbulkan

kesanggupan untuk mencapai standar yang lebih tinggi dan memenuhi
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kebutuhan individu demi memungkinkannya berpartisipasi secara
penuh dalam pembangunan. Pengajaran seyogyanya dihubungkan
dengan hal-hal yang praktis agar mereka lebih termotivasi.

Untuk mengikuti kemajuan masing-masing anak, prosedur assessment
harus dituju. Evaluasi format seyogyanya dimasukkan ke dalam
proses pendidikan regular agar siswa dan guru senantiasa teri formasi
tentang penguasaan pelajaran yang sudah dicapai maupun yan
mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan membantu
siswa menghadapinya.

Bagi anak penyandang pendidikan khusus, seyogyanya disediakan
dukungan yang berkesinambungan, yang berkisar dari bantuan
minimal di kelas regular hingga program pelajaran tambahan di
sekolah itu dan bila perlu, disediakan bantuan dari guru spesialis dan
staf pendukung eksternal.

Teknologi yang tepat dengan biaya terjangkau seyogyanya
dipergunakan bila diperlukan untuk mempertinggi keberhasilan dalam
kurikulum sekolah dan untuk membantu komunikasi, mobilitas
danbelajar. Bantuan teknis dapat diberikan lebih ekonomis dan efektif
biladisediakan dari sebuah pusat sumber yang didirikan di tiap
wilayah,dimana terdapat seorang ahli yang dapat mencocokkan jenis

alat bantudengan kebutuhan individu dan menjamin pemeliharaannya.
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7) Kapabilitas seyogyanya dibangun dan penelitian dilakukan
padatingkat nasional dan regional untuk mengembangkan system
teknologi pendukung yang tepat untuk pendidikan kebutuhan
khusus.*

Kurikulum memiliki kedudukan yang sangat strategis, karena
kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Melalui
kurikulum,Sumber Daya Manusia dapat diarahkan dan kemajuan suatu
bangsa akan ditentukan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan
sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik, kebutuhan
pembangunan nasional, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kurikulum pendidikan inklusif menggunakan kurikulum
sekolah reguler (Kurikulum Nasional) yang dimodifikasi (diimprovisasi)
sesuai dengan tahap perkembangan anak berkebutuhan khusus dengan
mempertimbangkan karakteristik (ciri-ciri) dan tingkat kecerdasannya.
Modifikasi dapat dilakukan dengan cara:

1) Modifikasi Alokasi Waktu
Modifikasi alokasi waktu disesuaikan dengan mengacu pada
kecepatan belajar siswa.
2) Modifikasi Isi/Materi
Modifikasi isi/materi disesuaikan dengan kemampuan siswa.

Jika intelegensi anak di atas normal, materi dapat diperluas atau

2% Budiyanto, Pengantar Pendidikan Inklusif,( DEPDIKNAS,2005), h.163-164
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ditambah materi baru. Jika intelegensi anak relatif normal, materi

dapat tetap dipertahankan. Jika intelegensi anak di bawah normal,

materi dapat dikurangi atau diturunkan tingkat kesulitan seperlunya
atau bahkan dihilangkan bagian tertentu.
3) Modifikasi Proses Belajar Mengajar

a) Menggunakan pendekatan Student Centered yang menekankan
perbedaan individual setiap anak.

b) Lebih terbuka (divergent).

c¢) Memberikan kesempatan mobilitas tinggi, karena kemampuan
siswa di dalam kelas heterogen.

d) Menerapkan pendekatan pembelajaran kompetitif seimbang
dengan pendekatan pembelajaran kooperatif. Disesuaikan dengan
tipe belajar siswa.

4) Modifikasi Sarana dan Prasarana

a) Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di atas
normal maka perlu disediakan laboratorium, alat praktikum dan
sumber belajar lainnya yang memadai.

b) Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi
relative normal, dapat menggunakan sarana-prasana seperti halnya
anak normal.

c) Untuk anak berkebutuhan khusus yang memiliki intelegensi di

bawah normal, maka perlu tambahan sarana dan prasarana khusus
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yang lebih banyak terutama untuk memvisualkan hal-hal yang
abstrak agar menjadi lebih konkrit.
5) Modifikasi Lingkungan Belajar
a) Diupayakan lingkungan yang kondusif untuk belajar

b) Ada sudut baca (perpustakaan kelas.

6) Modifikasi Pengelolaan Kelas
Pengelolaan kelas hendaknya fleksibel, yang memungkinkan
mudah dilaksanakannya pembelajaran kompetitif (individual),

pembelajaran kooperatif (kelompok/berpasangan) dan pembelajaran

klasikal !

b. Guru
Guru atau pendidik dalam pengertian yang sederhana adalah orang
yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik.” Dalam
pengertian lain, guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan
kehidupan anak didik. Pribadi susila yang cakap adalah yang diharapkan
ada pada diri setiap anak didik. Tidak ada satu orang gurupun yang

mengaharapkan anak didiknya menjadi sampah masyarakat.”

*! Dr. Bandi Deplhie, MA., Bimbingan Konseling Untuk Perilaku Non Adaptif, (Bandung:
Pustaka Bani Quraisy, 2005), 27.

22 Syaiful Bahri Djamarah, Gurun dan Anak Didik, h.31

*Ibid., h.34
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Secara umum pada kelas inklusif di sekolah dasar terdiri dari guru

mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK).

a)

b)

Guru mata pelajaran

Guru mata pelajaran yaitu guru yang mengajar pada mata
pelajaran tertentu sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan. Di
sekolah biasanya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam serta
jasmani dan kesehatan dipegang oleh guru mata pelajaran, selain itu
dipegang oleh guru kelas
Guru pembimbing khusus

Guru pembimbing khusus adalah guru yang mempunyai latar
belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan
khusus terkait dengan pendidikan luar biasa. Tugas pembimbing
khusus antara lain: Menyusun assessment pendidikan bersama guru
kelas dan guru mata pelajaran, membangun sistem organisasi antara
guru, pihak sekolah dengan orang tua siswa, memberikan bimbingan
kepada anak berkelainan, sehingga anak mampu mengatasi hambatan/
kesulitannya dalam belajar, memberikan bantuan kepada guru kelas
dan guru mata pelajaran agar dapat memberikan pelayanan

pendidikan khusus kepada anak yang luar biasa yang membutuhkan.
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Anak didik

Anak didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari
seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan
pendidikan.** Anak didik bukan binatang akan tetapi manusia yang punya
akal. Anak didik menempati kedudukan yang menempati posisi yang
menentukan dalam interaksi pendidikan. Guru tidak berarti bila tanpa
kehadiran anak didik sebagai subjek pembinaan.

Dalam perspektif pedagogis, anak didik adalah sejenis mahluk
yang menghajatkan pendidikan, dalam artian anak didik disebut sejenis
“homo educandum”. Pendidikan merupakan suatu keharusan yang
diberikan kepada anak didik. Anak didik sebagai manusia yang perlu
dibina dan di bimbing oleh guru. Potensi anak didik yang bersifat laten
perlu diaktualisasikan agar anak didik tidak dikatakan lagi sebagai
“animal educable”, sejenis binatang yang memungkinkan untuk dididik,
tetapi anak didik harus dianggap sebagai manusia secara mutlak .>

Sebagai makhluk manusia, anak didik memiliki karakteristik.
Menurut Sutari Imam Barnadib, Suwarno, dan Siti Mechati, anak didik
memiliki karakteristik tertentu, yakni: Belum memiliki pribadi yang
dewasa susila sehingga masih menjadi tanggung jawab pendidik (guru);

Masih menyempurnakan aspek tertentu dari kedewasaannya, sehingga

2% Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik, h.51
 Ibid., h.52
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masih menjadi tanggung jawab pendidik; Memiliki sifat-sifat dasar
manusia yang sedang berkembang secara terpadu yaitu kebutuhan
biologis, rohani, sosial, inteligensi, emosi, kemampuan bicara, anggota
tubuh untuk bekerja (kaki, tangan, jari), latar belakang sosial, latar
belakang biologis (warna kulit, bentuk tubuh, dan lainnya), serta
perbedaan individual.

Dalam kelas inklusif terdapat siswa yang normal dan
berkebutuhankhusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak yang
memiliki karakteristik khusus. Keadaan khusus membuat mereka berbeda
denganyang lainnya. Oleh karena itu pada kelas inklusif ini tidak ada
pemisahan anak yang tumbuh secara normal dan anak yang berkebutuhan
khusus (ABK).

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang memiliki
karakteristik khusus. Keadaan khusus membuatnya mereka berbeda
dengan anak pada umumnya. Pemberian predikat “berkebutuhan khusus”
tentu saja tanpa selalu menunjukkan pada pengertian lemah mental atau
tidak identik juga dengan ketidakmampuan emosi atau kelainan fisik.
Anak yang termasuk ABK, antara lain tunanetra, tunarungu, tunagrahita,
tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat,

serta anak dengan gangguan kesehatan.”

*% Satmoko Budi Santosos, Sekolah Alternatif, h.127
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d. Sarana-Prasarana

Sarana-prasarana adalah peralatan, perlengkapan dan fasilitas yang
secara langsung dipergunakan dalam menunjang proses pendidikan
khususnya proses belajar mengajar. Ditinjau dari fungsi atau peranannya
terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar, maka sarana pendidikan
dibedakan menjadi 3 macam yaitu, alat peraga dan media pengajaran.
Selanjutnya menurut Dra. Suharsimi Ari Kunto, diterangkan bahwa yang
termasuk prasarana pendidikan adalah bangunan sekolah dan alat perabot
sekolah. Prasarana pendidikan ini juga berperan dalam proses mengajar
walaupun secara tidak langsung.?’

Disamping menggunakan sarana prasarana seperti halnya anak
normal, anak berkebutuhan khusus perlu pula menggunakan sarana
prasarana khusus sesuai dengan jenis kelainan dan kebutuhan anak.

e. Keuangan atau Dana

Komponen keuangan sekolah merupakan komponen produksi yang
menentukan  terlaksananya kegiatan belajar mengajar  bersama
komponenkomponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang
dilakukan sekolah memerlukan biaya.”® Dalam rangka penyelenggaraan
pendidikan inklusif, perlu dialokasikan dana khusus, yang antara lain

untuk keperluan:

*7 Drs. B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 114.
28 11,
Ibid. h. 115
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1) Kegiatan identifikasi input siswa.
2) Modifikasi kurikulum.
3) Insentif bagi tenaga kependidikan yang terlibat.
4) Pengadaan sarana-prasarana.
5) Pemberdayaan peran serta masyarakat.
6) Pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar.
f. Lingkungan (Hubungan Sekolah dengan Masyarakat)

Sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari
sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya Sumber
Daya Manusia (SDM) pada suatu daerah, tidak hanya tergantung pada
upayaupaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada
tingkat partisipasi masyarakat terhadap sekolah.”

Oleh karena itu, masyarakat hendaknya selalu dilibatkan dalam
pembangunan sekolah di daerah. Masyarakat hendaknya ditumbuhkan
“rasa ikut memiliki” sekolah di daerah sekitanya. Maju mundurnya
sekolah di lingkungannya juga merupakan tanggung jawab bersama
masyarakat setempat. Sehingga bukan hanya Kepala Sekolah dan Dewan
Guru yang memikirkan maju mundurnya sekolah, tetapi masyarakat

setempat terlibat pula memikirkannya.*

¥Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Mengenal..., h. 19.
** Ibid. 20
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4. Landasan Pendidikan Inklusif
a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pendidikan inklusif adalah Pancasila sebagai dasar
negara dan falsafah bangsa Indonesia. Filsafat ini merupakan pengakuan
atas kebhinekaan di Indonesia. Kecacatan seseorang merupakan salah satu
dari sekian banyak kebhinekaan yang mesti diakui oleh segenap komponen
bangsa, sebagaimana perbedaan dalam hal suku, agama, ras, dan golongan.

Bertolak dari filosofi ini, pendidikan yang ada harus memungkinkan
terjadinya pergaulan dan interaksi siswa yang beragam, sehingga terdorong
sikap saling asah, asih, dan asuh.’’

b. Landasan Yuridis

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam hal pelaksanaan
pendidikan inklusi tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31
(1) yang berbunyi: bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan
yang sama memperoleh pendidikan.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 4 (1) dinyatakan bahwa: pendidikan di negeri ini
diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak
diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai

kultural dan kemajemukan bangsa. Pasal 5 (2) menyatakan warga negara

3! Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Mengenal Pendidikan Terpadu, Buku I, (Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2004), h.11.
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vang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan atau sosial berhak
memperoleh pendidikan khusus. Dalam penjelasan pasal 15 dinyatakan
bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus tersebut dilakukan secara
inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus.”> Pasal 11 menyatakan
bahwa; pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu
bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
Landasan Pedagogis

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam UU No. 20
Tahun 2003 pasal 3 adalah berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.>

Melalui pendidikanlah anak bangsa dididik dan diajarkan untuk
mengembangkan segala potensinya. Anak tidak mungkin dapat
bersosialisasi dan menjadi masyarakat yang baik kalau ia tidak pernah
berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural. Anak-anak difabel

harus diberi kesempatan untuk bersosialisasi dengan cara memasukkan

32 Undang-Undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional), 2003, (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), h.6

3 Ibid. h. 10
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mereka ke dalam kelaskelas reguler agar dapat dibentuk menjadi individu-
individu yang menghargai adanya perbedaan.**
d. Landasan Empiris
Berbagai penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pelaksanaan
pendidikan inklusif telah banyak dilakukan di berbagai negara terutama
negara barat yang dipelopori oleh the National Academy of Sciences
(Amerika Serikat) sejak tahun 1980-an. Hampir keseluruhan penelitian itu
menghasilkan kesimpulan bahwa pendidikan inklusif jauh lebih baik
daripada  pendidikan  khusus secara segregasi. Para  peneliti

merekomendasikan bahwa pendidikan khusus hanya diberikan terbatas

berdasarkan hasil identifikasi yang tepat.”

S. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendidikan Inklusif
a. Faktor Pendukung
1) Adanya kepedulian pemerintah, baik pemerintah pusat, propinsi
maupun daerah untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan
inklusif sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2) Keterlibatan stakeholder sebagai penyelenggara pendidikan yang

menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

3% Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Mengenal..., h. 14.
% Ibid, h. 15.
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3) Adanya kepedulian pihak dunia usaha untuk menyediakan dan
memproduksi media pendidikan yang dibutuhkan.*®
Dalam pendidikian inklusif tidak cukup dengan memahami konsepnya
saja. Sebuah rencana juga harus realistis dan tepat. Dalam hal ini perlu
panduan untuk memastikan bahwa pendidikan inklusif dapat dipraktekkan
dalam berbagai budaya dan konteks. Pengalaman pendidikan inklusif yang
sukses menunjukkan bahwa ada 3 faktor penentu utama yang perlu
diperhatikan agar implementasi pendidikan inklusif bertahan lama®’:
1) Adanya kerangka yang kuat
Pendidikan inklusif perlu didukung oleh kerangka nilai-
nilai, keyakinan, prinsip-prinsip, dan indikator keberhasilan. Ini
akan berkembang seiring dengan implementasinya dan tidak harus
‘disempurnakan’ sebelumnya. Tetapi jika pihak-pihak yang terlibat
mempunyai konflik nilai-nilai dll., dan jika konflik tersebut tidak
diselesaikan dan disadari, maka pendidikan inklusif akan mudah
ambruk.
2) Implementasi berdasarkan budaya dan konteks local
Pendidikan inklusif bukan merupakan suatu cetak biru.
Satu kesalahan utama adalah asumsi bahwa solusi yang diekspor

dari suatu budaya/konteks dapat mengatasi permasalahan dalam

3% Direktorat Pembinaan sekolah Luar Biasa, Model Media Pendidikan Inklusif, 2007, h.48
37 Sue Stubbs, Pendidikan Inklusif Ketika Hanya Ada Sedikit Sumber, 2002, h. 53.
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budaya/konteks lain yang sama sekali berbeda. Lagi-lagi, berbagai
pengalaman menunjukkan bahwa solusi harus dikembangkan
secara lokal dengan memanfaatkan sumber-sumber daya lokal; jika
tidak, solusi tersebut tidak akan bertahan lama.
3) Partisipasi yang berkesinambungan dan refleksi
Pendidikan inklusif tidak akan berhasil jika hanya
merupakan struktur yang mati. pendidikan inklusif merupakan
proses yang dinamis, dan agar pendidikan inklusif terus hidup,
diperlukan adanya monitoring partisipatori yang
berkesinambungan, yang melibatkan SEMUA stakeholder dalam
refleksi diri yang kritis. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusif
adalah harus tangap terhadap keberagaman secara fleksibel, yang
senantiasa berubah dan tidak dapat diprediksi. Jadi, pendidikan
inklusif harus tetap hidup dan mengalir. Secara bersama-sama,
ketiga faktor penentu utama tersebut (rangka, daging dan darah)
memberntuk organisme hidup yang kuat, yang dapat beradaptasi

dan tumbuh dalam budaya dan konteks lokal.

b. Faktor Penghambat
1) Terbatasnya dana untuk penyediaan media pendidikan yang

dibutuhkan.
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2) Minimnya kretivitas dikalangan masyarakat dalam menyiapkan media
pendidikan.

3) Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk
menyampaikan pesan-pesan melalui media pendidikan.

4) Kurangnya sosialisasi akan pentingnya media pendidikan bagi peserta
didik dan lembaga penyelenggaraan pendidikan.

5) Terbatasnya keberadaan media pendidikan yang spesifik bagi peserta
didik berkebutuhan khusus, karena tidak semua produk bisa dengan

mudah didapatkan di lapangan pasar.

6. Pendidikan Inklusif dalam Pandangan Islam

Di dalam Islam, pandangan terhadap kecacatan adalah hal yang sudah
bersifat final, dalam arti bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan persepsi di
dalam memandang seseorang dari anggota tubuh. Dalam Islam, kemuliaan
dan keutaman seseorang tidak didasarkan pada suku, warna kulit, maupun
postur tubuh, namun lebih kepada akhlak dan ketakwaannya kepada Allah
SWT.

Islam mengajarkan bahwa semua orang adalah sama, mempunyai hak
dan kewajiban yang sama, baik di hadapan hukum, masyarakat, dan di
hadapan Tuhan. Islam juga mengajarkan bahwa semua orang berhak untuk
mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa memandang pangkat,

golongan, kecacatan seseorang maupun hal-hal yang lain. Islam melarang
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keras melakukan diskriminasi dalam hal pendidikan. Allah berfirman di dalam

Qur’an surat ‘Abasa: 1-10:

@ P 5
e T4 AT - 8 . o e
CEJ) ‘ B s4la) @b‘gv\-}. LAJ fsé;j Lsa.f'y‘ ol O

g

Artinya:

1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,

2. Karena Telah datang seorang buta kepadanya

3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),

4. Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi
manfaat kepadanya?

5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup

6. Maka kamu melayaninya.

7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri
(beriman).

8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk
mendapatkan pengajaran),

9. Sedang ia takut kepada (Allah),

10. Maka kamu mengabaikannya.*®

3% Departemen Agama, AI-Qur’an dan Terjemahannya, ( Bandung: Diponegoro, 2012), h. 585
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Ayat di atas merupakan dasar pendidikan inklusi di dalam Islam, dan
konsep inklusi yang terjadi hari ini adalah sama dengan konsep tersebut di
atas. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang menimpa Ibnu Ummi
Maktum, seorang tuna netra yang ingin belajar Al-Qur’an kepada Nabi,
namun beliau memalingkan mukanya karena beliau sedang berbicara di depan
para pembesar Qurays seperti Abu Jahal.** Ayat di atas mengajarkan kita
untuk tidak menolak siapa saja yang datang untuk belajar. Pembatasan
kesempatan kepada seseorang untuk menuntut ilmu yang menjadi haknya

berarti mengingkari ajaran Islam.

B. Tinjauan Tentang Anak Berkebutuhan Khusus
1. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) adalah anak yang secara signifikan
(bermakna) mengalami kelainan/penyimpangan (fisik, mental-intelektual,
social, emosional) dalam proses pertumbuhan/ perkembangannya
dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya sehingga mereka memerlukan
pelayanan pendidikan khusus.

Dengan demikian, meskipun seorang anak mengalami kelainan/

penyimpangan tertentu, tetapi kelainan/penyimpangan tersebut tidak

3% Allamah Kamal Faqih Imani, Tafsir nurul Qur’an Jild 19. Terj. Rudi Mulyono. Jakarta:
Penerbit Al-huda. 2006. h. 207.
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signifikan sehingga mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan khusus,
anak tersebut bukan termasuk anak dengan kebutuhan khusus.*

Anak — anak yang memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas
tersebut dalam proses perkembangannya memerlukan adanya layanan
pendidikan khusus. Dengan demikian, ABK dapat diartikan sebagai anak
yang memiliki kebutuhan individual yang bersifat khas yang tidak bisa
disamakan dengan anak normal pada umumnya sehingga dalam
perkembangannya diperlukan adanya layanan pendidikan khusus agar
potensinya dapat berkembang secara optimal.*'

Menurut Heward dan Orlansky yang dimaksud dengan anak
berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang memiliki atribut fisik atau
kemampuan belajar yang berbeda dari anak normal, baik diatas atau dibawah,
sehingga membutuhkan program individual dalam pendidikan khusus. Di
dalam buku Exceptional Children, Heward dan Orlansky membagi anak
berkebutuhan khusus menjadi delapan kategori, yaitu: retardasi mental,
kesulitan belajar, gangguan emosi, gangguan komunikasi (bahasa dan

pengucapan), tunarungu (gangguan pendengaran), tunanetra (gangguan

penglihatan), tunadaksa (gangguan fisik atau gangguan kesehatan lainnya),

* Mohammad efendi, Pengantar Psikopedagogik Anak Berkelainan ,( Jakarta:PT. Bumi
Aksara,2000) him59-61
! Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat, (Yogyakarta: Katahati, 2010) , h.35
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tunaganda (memiliki lebih dari satu gangguan atau ketunaan yang cukup
berat), dan berbakat.**

Dari beberapa definisi di atas menurut peneliti Anak-anak yang
memiliki hambatan dalam perkembangannya, baik yang diturunkan atau
diperoleh ketika masa pertumbuhan, mereka adalah anak-anak berkebutuhan
khusus.

2. Faktor Penyebab

Anak berkebutuhan khusus selain sudah menjadi takdir juga karena
adanya faktor — faktor tertentu yang menjadi penyebabnya. Faktor — faktor
penyebab itu menurut kejadiannya dapat dibedakan menjadi tiga peristiwa
yaitu™®:

a. Kejadian Sebelum Lahir (prenatal)

Faktor penyebab ketunaan pada masa pre-natal sangat erat
hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak
dalam kandungan. Ketunaan yang terjadi pada ABK yang terjadi sebelum
masa kelahiran dapat disebabkan antara lain oleh hal- hal sebagai berikut:
1) Virus Liptospirosis (air kencing tikus), yang menyerang ibu yang

sedang hamil. Jika virus ini merembet pada janin yang sedang

dikandungnya melalui placenta maka ada kemungkinan anak

mengalami kelainan.

*2 Heward & Orlansky, Exceptional children: An Introductory Survey of Special Education (3rd
ed.) Columbus: Merrill Publishing. 1992), h.8
* Agila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat, (Yogyakarta: Katahati, 2010) , h.38
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2) Virus maternal rubella (campak jerman, retrolanta fibroplasia (RLF)
yang menyerang pada ibu hamil dan jamin janin yang dikandungnya
terdapat kemunngkinan akan timbul kecacatan pada bayi yang lahir.

3) Keracunan darah (toxaenia) pada ibu- ibu yang sedang hamil sehingga
janin tidak dapat memperoleh oksigen secara maksimal, sehingga saraf
— saraf di otak mengalami gangguan.

4) Faktor rhesus (Rh) anoxia prenatal, kekurangan oksigen pada calon
bayi di kandungan yang terjadi karena ada gangguan/infeksi pada
placenta.

5) Penggunaan obat — obatan kontrasepsi yang salah pemakaiannya
sehingga jiwanya menjadi goncang, tertekan yang secara langsung
dapat berimbas pada bayi dalam perut.

6) Percobaan abortus yang gagal, sehingga janin yang dikandungnya tidak
dapat berkembang secara wajar.

b. Kejadian Pada Saat Kelahiran
Ketunaan yang terjadi pada saat kelahiran dapat disebabkan oleh
beberapa faktor berikut:

1) Proses kelahiran yang menggunakan tang verlossing (dengan bantuan
tang). Cara ini dapat menyebabkan brain injury (luka pada otak)
sehingga pertumbuhan otak kurang dapat berkembang secara optimal.

2) Proses kelahiran bayi yang terlalu lama sehingga mengakibatkan bayi

kekurangan zat asam/oksigen. Hal ini dapat menggangu pertumbuhan
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sel-sel di otak. Keadaan bayi yang lahir dalam keadaan tercekik oleh ari
—ari ibunya sehingga bayi tidak dapat secara leluasa untuk bernafas
yang pada akhirnya bisa menyebabkan gangguan pada otak.

3) Kelahiran bayi pada posisi sungsang sehingga bayi tidak dapat
memperoleh oksigen cukup yang akhirnya dapat mengganggu
perkembangan sel di otak.

c¢. Kejadian Setelah Kelahiran
Ketunaan pada ABK dapat diperoleh setelah kelahiran pula karena
faktor- faktor penyebab seperti berikut ini:

1) Penyakit radang  selaput  otak(meningitis) dan  radang
otak(enchepalitis)sehingga  menyebabkan  perkembangan  dan
pertumbuhan sel-sel otak menjadi terganggu.

2) Terjadi incident(kecelakaan) yang melukai kepala dan menekan otak
bagian dalam.

3) Stress berat dan gangguan kejiwaaan lainnya.

4) Penyakit panas tinggi dan kejang — kejang(stuip), radang telinga(otitis
media), malaria tropicana yang dapat berpengaruh terhadap kondisi

badan.

3. Macam Anak Berkebutuhan Khusus
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Anak berkebutuhan khusus memiliki keragaman sifat, perilaku,
karakteristik,dan bentuknya yaitu:
a. Kelompok ABK dilihat Dari Aspek Kecerdasan (Intelegensi)
Dari aspek kecerdasan, anak kelompok ini terdiri dari kelompok
ABK berintelegensi di atas rata-rata (supernormal) dan kelompok ABK
yang berintelegensi di bawah rata-rata (subnormal).:
1) Anak Berbakat (Supernormal)

Menurut Milgram, R.M, anak berbakat adalah mereka yang
mempunyai skor IQ 140 atau lebih diukur dengan instrument
Stanford Binet, mempunyai kreativitas tinggi, kemampuan
memimpin dan kemampuan dalam seni drama, seni tari dan seni
rupa .*

Anak berbakat mempunyai empat kategori, sebagai berikut:

a) Mempunyai kemampuan intelektual atau intelegensi yang
menyeluruh, mengacu pada kemampuan berpikir secara abstrak
dan mampu memecahkan masalah secara sistematis dan masuk
akal.

b) Kemampuan intelektual khusus, mengacu pada kemampuan
yang berbeda dalam matematika, bahasa asing, music, atau

ilmu pengetahuan alam.

* Bandi Delphie, Pembelajaran Anak berkebutuhan Khusus Suatu Pengantar Dalam Pendidikan
Inklusi (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), h. 139
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c) Berpikir kreatif atau berpikir murni menyeluruh. Pada
umumnya mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah yang
tidak umum dan memerlukan pemikiran tinggi.

d) Mempunyai bakat kreatif khusus, bersifat orisinil dan berbeda

dengan yang lain.

2) Tuna Grahita (Subnormal)

Anak tunagrahita secara umum mempunyai tingkat
kemampuan intlektual dibawah rata-rata. Dalam bahasa Indonesia,
istilah yang digunakan, misalnya lemah otak, lemah pikiran, lemah
ingatan dan tunagrahita. Oleh karena itu pemahaman yang jelas
tentang siapa dan bagaimanakah anak tunagrahita itu merupakan hal
yang sangat penting untuk menyelenggarakan layanan pendidikan
dan pengajaran yang tepat bagi mereka. *°

Berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli. Salah
satu definisi yang diterima secara luas dan menjadi rujukan utama
ialah definisi yang dirumuskan Grossman (1983) yaitu fungsi
intelektual umum yang secara nyata berada dibawah rata-rata
(normal) bersamaan dengan kekurangan dalam tingkah laku
penyesuaian diri dan semua ini berlangsung pada masa

perkembangannya.

®IG.AK. Wardani, Pengantar pendidikan luar biasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010), h.
6.5
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b. Kelompok ABK dilihat dari Aspek Fisik/Jasmani:

Dilihat dari fisik atau jasmani kelompok anak ini dibagi menjadi

beberapa kategori yaitu:

1) Tunanetra

Individu yang indera penglihatannya (kedua-duanya) tidak

berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan
sehari-hari seperti orang awas. Tunanetra dibagi menjadi dua
yaitu*’:

a) Kurang awas (low vision), yaitu anak yang masih memiliki sisa
penglihatan sedemikian rupa sehingga masih dapat sedikit
melihat atau membedakan gelap dan terang.

b) Buta (blind), yaitu anak yang sudah tidak bisa atau tidak
memiliki sisa penglihatan sehingga tidak bida membedakan
gelap dan terang.

2) Tunarungu
Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan
kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat
menangkap berbagai rangsangan terutama melalui indera
pendengarannya.48Batasan pengertian anak tunarungu telah banyak
dikemukakan oleh para ahli yang semuanya itu pada dasarnya

mengandung pengertian yang sama.

46 Sutjihati soemantri, Op.Cit, hal 65
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Menurut Moores, definisi ketunarunguaan ada dua
kelompok. Pertama, seorang dikatakan tuli (deaf) apabila
kehilangan kemampuan mendengar pada tingkat 70 dB Iso atau
lebih, sehingga ia tidak dapat mengerti pembicaraan orang lain
melalui pendengarannya baik dengan ataupun tanpa alat bantu
dengar. Kedua, seseorang dikatakan kurang dengar (hard ofhearing)
bila kehilangan pendengaran pada 35 dB Iso sehingga ia mengalami
kesulitan untuk memahami pembicaraan orang lain melalui
pendengarannya baik tanpa maupun dengan alat bantu dengar.

Heward dan Orlansky memberikan batasan ketunarunguan
sebagai berikut: tuli (deaf) diartikan sebagai kerusakan yang
menghambat seseorang yang menerima ransangan semua jenis
bunyi dan sebagai suatu kodisi dimana suara-suara yang dapat
dipahami, termasuk suara pembicaraan tidak mempunyai arti dan
maksud-maksud dalam kehidupan sehari-hari. Orang tuli tidak
dapat menggunakan pendengarannya untuk dapat mengartikan
pembicaraan, walaupun sebagian pembicaraan dapat diterima, baik
tanpa ataupun dengan alat bantu dengar. Kurang dengar (hear of
hearing) adalah seseorang kehilangan pendengarannya secara nyata

yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian khusus, baik tuli
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maupau  kurang mendengar dikatakan sebagai gangguan
pendengaran (hearing impaired).*’

Dari batasan yang dikemukakan oleh pakar ketunarunguaan,
maka dapat disimpulkan bahwa ketunarunguaan adalah suatu
keadaan atau derajat kehilangan yang meliputi seluruh gradasi
ringan, sedang dan sangat berat yang dalam hal ini dikelompokkan
kedalam dua golongan besar yaitu tuli (Iebih dari 90 dB) dan kurang
dengar (kurang dari 90 dB), yang walaupun telah diberikan alat

bantu dengar tetap memerlukan palayanan khusus.

3) Tunadaksa

Anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menatap
pada alat gerak (tulang,sendi,otot) sedemikian rupa sehingga
memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Tunadaksa dibagi
menjadi dua kategori yaitu™:

a) Tunadaksa orthopedic (orthopedicallyhandicapped) yaitu
mereka yang mengalami kelainan kecacatan tertentu sehingga
menyebabkan terganggunya fungsi tubuh.

b) Tunadaaksa syaraf (neurologically handicapped) yaitu kelainan
yang terjadi pada anggota tubuh yang disebabkan gangguan

pada urat syaraf.

1G.AK. Wardani, Pengantar pendidikan luar biasa, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2010),

48 Sutjihati soemantri, Op.Cit, h. 121
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c¢. Dengan Gangguan Emosi dan Perilaku (Tunalaras)
Anak tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam
penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma
yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada

. c N .49
umumnya,sehingga merugikan dirinya maupun orang lain.

d. kelompok ABK dilihat dari Aspek atau Jenis Tertentu
a) Autisme
Yaitu gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh
adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan
gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku. Anak
yang mengindap autis pada umumnya menunjukkan perilaku tidak
senang kontak mata dengan orang lain, kurang suka berteman,
senang menyendiri dan asyik dengan dirinya sendiri. ° 0
b) Hiperaktif
Istilah hiperaktif berasal dari kata hiper yang berarti kuat,
tinggi, lebih, sedangkan kata aktif berarti gerak atau aktifitas
jasmani. Dengan demikian hiperaktif berarti anak yang memiliki
gerak jasmani yang lebih atau melebihi teman — teman seusianya.

Bisa juga dikatakan anak yang memiliki gejala — gejala perilaku

*1G.A.K. Wardani, Op.Cit, h.. 27
%% Joko Yuwono, Memahami Anak Autistik, (Bandung:Alfabeta, 2009), hal. 15
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yang melebihi kapasitas anak — anak yang normal. Misalnya: tidak
dapat duduk dengan waktu yang relatif cukup, senang berpindah —
pindah tempat duduk saat kegiatan belajar berlangsung.”’
¢) Anak berkesulitan belajar

Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-
tugas akademik khusus (terutama dalam hal kemampuan
membaca,menulis dan berhitung atau matematika), diduga
disebabkan karena faktor disfungsi neugologis, bukan disebabkan
karena faktor intelegensi (intelegensinya normal bahkan ada yang
diatas normal), sehingga memerlukan pelayanan pendidikan

52
khusus.

! Rini Hildayani, Penanganan Anak Berkelainan (Anak Dengan Kebutuhan Khusus),
(Jakarta: Universitas Terbuka), hal. 10.3
32 Bandi Delphie , Op.Cit., hal. 24-25



